BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR SERI :

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 36
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA
PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan menunjang
kelancaran Pengelolaan Dana Bergulir di Kota Bekasi,
maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor
36 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir
Pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014
Nomor 15 Seri E) dipandang perlu diubah, yang
perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);



.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812);



Memperhatikan

Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99 /PMK.05/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada
Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7 Seri D).

: Berita Acara Finalisasi Penyusunan Peraturan Walikota

Bekasi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
Nomor 539/BA.76/Setda.Ek tanggal 12 Mei 2017.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 36
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita
Daerah Tahun 2012 Nomor 36 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir
Pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 15 Seri E) diubah
sebagai berikut :

N -

. Ketentuan Pasal 1 ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

. Daerah adalah Kota Bekasi.
. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah
dan usaa lainnya yang berada di bawah pembinaan pemerintah daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat wusaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sampai paling banyak
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah bangunan
tempat wusaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan

Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

Institusi di Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
ILSKPD adalah lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana
bergulir.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dihapus

Executing Agency adalah lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan
penyaluran dana bergulir yang memiliki tanggung jawab menyeleksi,
menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana
bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir.

Channeling Agency adalah lembaga lain yang ditunjuk melakukan penyaluran
dana bergulir secara langsung namun tidak memiliki tanggung jawab
menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih
kembali dana bergulir serta tidak menanggung resiko ketidak tertagihan dana
bergulir.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah jumlah kas
yang dikuasai dan/atau dimiliki Satker pengelola Dana Bergulir ditambah
jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran dan disahkan oleh DPRD.

Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Tim Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Dana Bergulir (TMEPDB) yang
selanjutnya disebut TMEPDB merupakan Tim yang melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir serta melakukan pembinaan
terhadap penerima dana bergulir.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Perangkat daerah pada Pemerintah selaku Pengguna Anggaran /
Pengguna barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PA SKPKD adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Penerima Dana Bergulir terdiri dari :
a. Koperasi;
b. Usaha Mikro;
c. Usaha Kecil ;
d. Dihapus;



3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 11

Sumber Dana Bergulir yang telah diberikan melalui pendanaan Non Permanen

adalah sebesar Rp.10.472.936.587,- ( Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh

Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan

Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Dana Bergulir dengan pola Channelling dengan rincian sebagai
berikut:

a. PPKIPM Rp. 1.417.601.871,-
b. Dana KORPRI Rp. 1.010.916.318,-
c. Dana BMT Rp. 450.000.000,-

Jumlah Rp. 2.878.518.189

Terbilang . Dua Milyar Delapan Ratus tujuh Puluh
Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas
Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan
Rupiah

2. Saldo Dana Bergulir dengan pola executing, sebagai berikut:
Dana Bergulir Tahun 2014 Rp. 7.594.418.398,- (Tujuh Milyar Lima Ratus
Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus
Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

3. Penambahan Dana Bergulir melalui APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp. 10.000.0000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Total Dana Bergulir berjumlah Rp. 20.472.936.587,- (Dua Puluh Milyar Empat
Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima
Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Saldo Dana Bergulir dengan Pola Channelling sebagaimana dimaksud ayat (1)
angka 1 sampai dengan saat ini posisinya berada di nasabah.

Nilai Dana Bergulir dapat ditambah sesuai dengan program Pemerintah
Daerah.



Pasal |1

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Mei 2017

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR SERI



